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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-

perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada

kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna

mencapai cita-cita bemegara.

<br><br>

Salah satu penambahan materi muatan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah dibentuknya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi disamping Lembaga Negara Mahkamah

Agung. Permasalahannya adalah seberapa jauh pengaruh dan dampak kehadiran Mahkamah Konstitusi

terhadap sistem penyelenggaraan negara ditinjau dari aspek kenegaraan dan tugas-tugasnya sebagaimana

diamanatkan dalam

Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 C jo pasal7.

<br><br>

Dari hasil penelitian kepustakaan dan studi perbandingan antar beberapa negara didukung oleh hasil-hasil

wawancara dengan tokoh-tokoh politik di Dewan Perwakilan Rakyat diperoleh hasil, bahwa Mahkamah

Konstitusi adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat sehingga setiap keputusannya mengikat

lembaga-lembaga tinggi negara Iainnya, dengan dernikian mendorong terciptanya penyelenggaraan negara

yang seimbang dan saling mengontrol (checks and balances) dan menempatkan hukum (konstitusionalisme)

sebagai pedoman / landasan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

<br><br>

Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi akan bertindak sebagai pengawal dan pengarah Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar masing-masing lernbaga tinggi negara bergerak dan

berperan searah dengan visi pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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